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Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum bagi korban K ekerasan
Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCI1)
di Indonesia di tengah ketiadaan hukum yang secara spesifik mengaturnya. NCII merupakan tindakan
penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Tindakan ini merupakan bentuk KBGO yang kerap terjadi
kepada anak perempuan di bawah umur. Motif dari NCIl umumnya dimulai dengan jalinan hubungan
romantis, perekaman konten intim tanpa konsen maupun dengan konsen, sehingga berujung dengan
pengancaman serta penyebaran konten intim tersebut tanpa persetujuan korban. Di IndonesiaNCII masih
diatur dalam konteks yang terbatas, yaitu hanya pada Pasal 14 ayat (1) UU TPK S tentang perekaman konten
intim tanpa persetujuan, dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang mentransmisikan konten bermuatan asusila.
Melaui penelitian ini, Penulis menemukan bahwa walaupun undang-undang Indonesia telah mengatur
mengenai unsur tindak pidana NClI, akan tetapi pelaksanaannya terkadang masih belum optimal. Dalam
suatu perkara NClI, biasanya terdapat beberapa unsur perbuatan lain yang memenuhi kriteria sebagai tindak
pidana. Namun, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku hanya unsur tindak pidana penyebaran konten
bermuatan asusilanya sgja. Hal ini berpotensi merugikan korban dalam mendapat keadilan. Oleh karenaitu,
melalui metode socio-legal, penelitian ini mengkaji bagimana penanganan perkara NCl1 yang paling ideal
dapat memberikan keadilan serta perlindungan bagi korban. Penyelesaian jalur hukum bukanlah hal yang
mudah bagi korban, sebab terdapat stigma dari masyarakat, sekolah, bahkan APH yang memperburuk situasi
korban. Oleh karenaitu korban NCII, terutama anak di bawah umur membutuhkan perlindungan lebih
dalam menempuh penyelesaian jalur hukum, mulai dari proses pelaporan, persidangan, hingga pemulihan.
Dalam memberikan keadilan bagi korban, diperlukan peran APH yang berperspektif korban. Selain
keadilan, korban NCII anak di bawah umur juga membutuhkan pemulihan dan penanganan pasca-kejadian
agar korban dapat kembali beraktivitas layaknya anak pada umumnya. Selain itu, penanganan korban NCI|
juga membutuhkan sinergisitas antara lembaga-lembaga sosial terkait. Pemerintah, APH, dan lembaga sosial
harus bahu-membahu dalam pencegahan dan penanganan perkara-perkara NCIl yang dialami korban anak di
bawah umur untuk mencapai keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban.

...... This research aimsto explore how legal protection isfor victims of Online Gender Based Violence
(KBGO) using the Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCI1) mode in Indonesia amidst the
absence of laws that specifically regulateit. NCII is an act of distributing intimate content without consent.
Thisaction isaform of KBGO which often occurs to underage girls. The motives for NCII generally start
with aromantic relationship, recording intimate content without consent or with consent, which ends with
threats and distributing intimate content without the victim's consent. In Indonesia, NCI1 is till regulated in
alimited context, namely only in Article 14 paragraph (1) of the TPKS Law concerning recording intimate
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content without consent, and Article 27 paragraph (1) of the ITE Law concerning transmitting immoral
content. Through this research, the author found that although Indonesian law has regulated the elements of
NCII criminal acts, its implementation is sometimes still not optimal. In an NCII case, there are usually
severa other elements of the act that meet the criteriafor acriminal act. However, the punishment imposed
on the perpetrator is only an element of the crime of spreading immoral content. This has the potential to
harm victimsin getting justice. Therefore, through socio-legal methods, this research examines how the
most ideal handling of NCII cases can provide justice and protection for victims. Resolving legal action is
not an easy thing for victims, because there is stigma from society, schools, and even law enforcement
officers which worsens the victim's situation. Therefore, NCI1 victims, especialy minors, need more
protection in pursuing legal remedies, starting from the reporting process, trial, to recovery. In providing
justice for victims, alaw enforcement officer’ s role with avictim perspective is needed. Apart from justice,
minor NCII victims aso need post-incident recovery and treatment so that victims can return to their
activitieslike children in general. Apart from that, handling NCI1 victims also requires synergy between
related social ingtitutions. The government, law enforcement officers, and socia institutions must work
together in preventing and handling NCII cases experienced by minor victims to achieve justice, protection,
and recovery for victims.



